
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1052, 2019 KEMENKEU. Sumber Daya Alam. Dana Reboisasi. 

Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi. 
 

 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 131/PMK.07/2019 

TENTANG 

PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI  

DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN DANA REBOISASI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai penggunaan, pemantauan, 

dan evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 

Kehutanan Dana Reboisasi telah diatur dalam Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.07/2017 tentang 

Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil 

Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi; 

  b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (21) Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, 

pedoman teknis atas penggunaan Dana Bagi Hasil 

Kehutanan dari Dana Reboisasi dan penggunaan sisa 

Dana Bagi Hasil Kehutanan dari Dana Reboisasi diatur 

lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah 

berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan; 

  c. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan 

akuntabilitas penggunaan Dana Bagi Hasil Kehutanan 

dari Dana Reboisasi dan mengatur lebih lanjut 

penggunaan sisa Dana Bagi Hasil Kehutanan dari Dana 
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Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu 

mengatur kembali ketentuan mengenai penggunaan, 

pemantauan, dan evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya 

Alam Kehutanan Dana Reboisasi;  

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 

Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil 

Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6263); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGGUNAAN, 

PEMANTAUAN, DAN EVALUASI DANA BAGI HASIL SUMBER 

DAYA ALAM KEHUTANAN DANA REBOISASI. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah 

dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara kepada daerah berdasarkan angka 

persentase tertentu dari pendapatan negara untuk 

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi. 
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2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang selanjutnya 

disingkat DBH SDA adalah bagian daerah yang berasal 

dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, mineral 

dan batubara, perikanan, pertambangan minyak bumi, 

pertambangan gas bumi, dan pengusahaan panas bumi. 

3. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana 

Reboisasi yang selanjutnya disebut DBH DR adalah 

bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya 

alam kehutanan dana reboisasi. 

4. Dana Reboisasi yang selanjutnya disingkat DR adalah 

dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta 

kegiatan pendukungnya yang dipungut dari pemegang 

izin usaha pemanfatan hasil hutan dari hutan alam yang 

berupa kayu.  

5. Provisi Sumber Daya Hutan selanjutnya disingkat PSDH 

adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai 

intrinsik dari hasil yang dipungut dari Hutan Negara. 

6. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan selanjutnya 

disingkat IIUPH adalah pungutan yang dikenakan kepada 

Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan atas suatu 

kawasan hutan tertentu yang dilakukan sekali pada saat 

izin tersebut diberikan. 

7. Reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon hutan 

pada kawasan hutan rusak yang berupa lahan kosong, 

alang-alang, atau semak belukar untuk mengembalikan 

fungsi hutan. 

8. Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat 

RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, 

dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya 

dukung, produktivitas, dan peranannya dalam 

mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. 

9. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang 

diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas 

manusia yang menyebabkan perubahan komposisi 

atmosfir secara global dan selain itu juga berupa 

perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada 

kurun waktu yang dapat dibandingkan. 
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10. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan 

lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara 

atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh 

masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat 

sebagai pelaku utama untuk meningkatkan 

kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan 

dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan 

kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, 

hutan adat, dan kemitraan kehutanan. 

11. Sisa DBH DR Provinsi adalah selisih lebih antara alokasi 

DBH DR dengan realisasi penggunaan DBH DR yang 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

selama satu periode tahun anggaran dan/atau beberapa 

tahun anggaran.  

12. Sisa DBH DR Kabupaten/Kota adalah DBH Kehutanan 

dari Dana Reboisasi yang merupakan bagian 

kabupaten/kota sampai dengan tahun anggaran 2016, 

yang masih terdapat di Rekening Kas Umum Daerah. 

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui 

bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

14. Kepala Daerah adalah gubernur bagi provinsi atau bupati 

bagi kabupaten atau wali kota bagi kota. 

15. Rancangan Kegiatan dan Penganggaran adalah rencana 

kegiatan dan penganggaran yang dapat dibiayai oleh DBH 

Kehutanan Dana Reboisasi sesuai ketentuan 

perundangan yang berlaku, dan diselaraskan dengan 

program kerja pemerintah daerah pada tahun anggaran 

berjalan. 
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BAB II 

PENGGUNAAN 

 

Bagian Kesatu 

Ruang Lingkup 

 

Pasal 2 

DBH DR digunakan untuk: 

a. mendanai kegiatan yang sudah ditentukan 

penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan 

b. mendukung program pengendalian perubahan iklim dan 

perhutanan sosial dalam rangka pembangunan hutan 

secara berkelanjutan. 

 

Bagian Kedua 

Klasifikasi Penggunaan 

 

Pasal 3 

(1) DBH DR disalurkan ke provinsi penghasil dan Sisa DBH 

DR Provinsi digunakan untuk membiayai kegiatan RHL 

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, 

evaluasi, dan kegiatan pendukungnya. 

(2) Kegiatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. perlindungan dan pengamanan hutan; 

b. teknologi rehabilitasi hutan dan lahan; 

c. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan 

dan lahan; 

d. pengembangan perbenihan; 

e. penelitian dan pengembangan, pendidikan dan 

pelatihan, penyuluhan, serta pemberdayaan 

masyarakat setempat dalam kegiatan rehabilitasi 

hutan; 

f. pembinaan; dan/atau 

g. pengawasan dan pengendalian. 

 


